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ABSTRAK

setiap hun kasus penggunasn narkotika terus meningkat dan percdarannya
pun semakin mefuas, Hal penting yang harus menjadi priorias bersema yakni
tindakan umiuk menyelamatkan para korban yang sudah mengkonsumsi dan bahkan
menjadi pecandu narkotika, Tidak ada jalan vang werbaik selain mereka harus
dirchabilitasi dan dibimbing uniwk  kembali menemukan hidupnyva. Dari latar
belakang tersebut timbul permasalahan vang hendak diteliti antara lain: a) A
perbedian sistem sankst dalam undang-undang narkotika dengan sistem sanksi
pidana sccara umum, b) Apakah peran rehabilitasi sehogai pembabaruan sisten
sanksi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, ¢ Bagaimana
dumpak pembaharuan sistem sanksi pada tindak  pidana nackotika  terhadap
perkembangan honsep pidana dan pemidanaan, Dalam penulisan skripsi ini,
penelitian - v ng - dilskukan  bersifat  deskeiptif  vaitu  cam  penelitian vang
menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan vang diteliti denpan
pendekatan vuridis normatils Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Perhedaan
sisiem sanksi dalam Undang-Undang Narkotika dengan sistem sanksi pidana secara
v dalam KUHP sanksi dalaen undang-undang narkotika khusos bagi secandu
murkotika dianut sanksi tindakan sedangkan dolany KUHP lebih hanyak vang hersifal
sanksi pidang, Hal ini menggambarkan bahwa dalam undang-undang  narkoika
memberikan sanksi positildun sankst negatil seeara proposional, by Peran rehabilitos]
sehagai permbaharuan sistemy sanksi pada undanp-undang Nomor 22 Tahun 1997
temtang Markotika adalah pidana schagai rehabilitasi. pidang sebagai  wahana
pendidikan moral, pidima schagai koreksi dan pidana sebagai resosialisasi. o)
Pampak  pembaharuan sistem sanksi pada tindak  pidana  narkolika terhadap
perkembangan konsep pidana dan pemidanaan adalah terjadi perpescran dari sistem
pidana vimg bersifat rewributive kepada campuran { gabungan retributive dan
utilitarian } vang melahirkan tujuan pemidaan yang disebut *Model Keadilan™ Pelaky
dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman vang sama, dan pelaku
kejahatan yang lebib serivs akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari el
pelabu kejahatan vang lehih ringan. Guna perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan
lembaga pembum undang-undang untuk menerapkan dowble track spsien lebih
Ronsisien dalam hokum pidana untuk lebih meneiptakan keadilan,



BABI

PENDAHULIAN

A Latar Belakange

Hukum pidana dapat digambarkan dalam dua bahagian, vakai hukom
picdama dalam ani materil | sebstanstive: crinrined fow ) dan hukum pidana delam
arti farmil. Tlubum pidana dalam arti materil dapat dipabami sebagian dari
kescluruhan hukum vang berlako di suate negora, vang meletakan dasar-dasa
ata aturan-aturan untok menentukan perbuatan mena vang tidak boleh [ dilarane
b dilakukan vang disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu. DV samping it
Juga membahas mengenai kapan dan dalam hal apa bagi siapa vang clab
melangaar dapal dikenakan ztan dijatuhi pidana, Sedangkan hukum pidana dalam
arti formil dapat dipahami _~.|._-I::|I_-r-;1i buhagian dari hukum pidang vang menentukan
dengan cart bagaimana pengenasn pidana dapat dilaksanakan atan diterapkan bila
i orang vang disangka telah melanggar larangan dalam hukom pidanz maneril.

Hukuem pidasa matenil, teskandung tiga konsep dasar vait ; tindak priclan,
pertangeung jawaban pidana, dan pidana dan pemidanaan, Selama ini dapal
dikatakan bahwa perhatian para ahli hukom pidana dan kriminalogi lebih banyak
wrldju pada permasalihan tindak pidana dan pertanggung  jawaban  pidana,
sehingea  da anggapan pidana dan pemidanasn ity scolah-olal diangoap anak
Lirinya hukem pidang. Tentunya anggepan ini tidak dapat dibenarkan, karena
Justru pidang den pemidanaan ini menempati fungsi dan kedudukan vang sanpal

strategis dalam hubhum pidana.



Hukum pedana tidok dapet dikatakan hukum pidans, apebila tidab ada
unsur pidana di dalamnya vang dapat berupa kurungon atupun penjara. Hal inilah
vang membedakan hukom pidana dengan bidang-hidang hukum lainnya, seperti
perdata yvang  bubumamnya berupa denda alau membayar  kerugizn aws
pelangearan vang telah dilakukan, Oleh karens i tidak salah kalaw para ahli
pidana mengatakon bahwa pidana dan pemidensan merupakan janungnya”
fukum pidan.

Permaszlahan Narkotika, pembahasan dan kajian menpenat pidana dan
pemidanaan terhadap pelaku { pembual, pengedar dan pemakai b narketika.
Khususnya bagaimaena pelaku tindak pidana narkotika memjadi jera dan sadar
Babwa sebenarnva tindakan vang dilakukannya aleh mereka tersebat salah dan
sering diperbincangkan. namun pembahasan vane dilakukan tersebut belom secara
ttegral dan sistematss Hal inivterlihat dengan banyaknyva mlisan, buku dan jurmal
vung membahas mengenal bagaimana memberanuss tindak pidana narkotika tanpa
memperhativan sist lain mengenal bagaimana peran pidana dan pemidanaan
dadam tiedak pidang narkatika,

Penulis menyvadari bahwa penanganan tindak pidana narkotika harus lehin
chstra khosus fexstro ordencev). Hal ind dilatarbelakangi oleh  korban Vang
ditimbulban sangat beser. terutama pada gencrasi muda. Kita menvadart bahwa
posisi generast muda sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cinl dan sifat khusus vang menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpuolan

Berdasarkan hasil penelition dan pembahasan, dapat disimpulion sehagai

berekut:

| Poerhedaan sistem sanksi dalem ndang-Uindang Nomar 22 Tahun 1997

It

lentang Markotika dengan sistem sanksi pidana secara umuom dalam K1UHP
sanksl yain dalam Undang-lndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Markottka Khusws  bagi pecandu nackotika dianot sanksi tindakan
sedangkan dalam KLUHP lebih banyak vang bersifal sanksi pidana. Hal ini
mengpambarkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahon 1997
lentang Mardotika memberikan sankst positif dan sunksi negatii’ secara
propoesional, Disamping itu dalom Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 1997

tentang harkolika juza mengenal adanyva restaratif frctice,

Peran rehabilitasi sebagai pembaharuan sistem sanksi puds Endane-
Undang Somor 22 Tahun 1997 entang Narkotika adalah sebagai bentuk
liin dart efiek jera yvang diberikan selain penjars. kama pecandu bukan lsh

polaku tetapi korkan.

Campak  pembaharoan sistem sanksi pada tindak  pidans narkotiks

terhadap perkembangan konsep piduna dan pemidanaan adalah reradi

A6



pergeseran dari sistem pidana yvang bersifat retributive kepada campuran |
wiabungam retributive dan utilitairian ) vang melzhirkan wjuan pemidaan
vang disebut “Maodel keadifan™. Pelako dengan kelahatan VAN samit akan
menetima penghubkuman vang sama, dan pelaky kejahatan vang lchih
serius ahan mendapatkan hukuman vang lebiby keras dari pada pefaku

kegahaton vang lebib ringan,

. Saran

Herdasarkan pengamatan dan penelitian secara normative vang telah

pettulis fakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul. maka penulis

mercobis memberikan saram-saren, antary laimn:

Cizlam pemberizn sanksi erhadap korban dari narkotika atn bisa discbul

detigan pecandu atau pemakal hares lab diberikan sanksi tindakan sepeni
didalam umdang undang narkotika. dimana terdapat pembapian vang

proporsional antara sanksi positif dan sanksi negative,

Rehabilitasi sehagai sanksi dalam pemberian sanksi pada undang undang
narkatika int merupakan sebagai pidana sebagai wahana pendidikan moral,
pidana sehagai koreksi dan pidams sebagai respsiabisasi moka disarankan
kepoda hakim, supeva tidok sembarangan dalam  memberiban  sanksi
tindakan berupa rehabilitasi terhadap kasus tindak pidana narkatika, Bila

tidak begitu, maka bagi produsen dan pengedar narkotika Gdak akaen seaan

untuk mengulangs tindakannya, selain sanksi pidanay vang berat,
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